BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 29 TAHUN 2008

= Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Retribusi Pelayanan Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan, pembentukan
dokumen kependudukan, maka dalam rangka pengelolaan administrasi
kependudukan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan tentang
palayanan kependudukan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimama dimaksud pada huruf a,

perlu membentuk Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008
tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47);



10.

11.

12,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara dj Provinsi Sulawesi utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2003 tentang Penyerahan Instruksi
yang mengatur mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Dae



